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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dituliskan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perjanjian antara Penanggung dan Tertanggung adalah perjanjian yang sah 

dan mengikat kedua belah pihak. Apabila penanggung tidak memenuhi 

kewajibannya dan penyelesaian secara internal tidak mencapai kesepakatan 

maka timbul akibat hukum yaitu berupa penyelesaian sengketa, dimana 

penyelesaian sengketa merupakan bentuk perlindungan hukum termasuk 

terhadap tertanggung dalam sengketa klaim asuransi pada Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2019, yang mana telah diatur dalam 

Pasal 1267 dan Pasal 1318 KUHPerdata, Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

dimana tertanggung yang dirugikan dapat menggugat penanggung melalui 

lembaga penyelesaian sengketa atau melalui peradilan dilingkungan 

peradilan umum. Gugatan atas pelanggaran yang dilakukan penanggung 

dapat diajukan oleh tertanggung, ahli waris, sekelompok tertanggung, 

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 

syarat, pemerintah dan/atau instansi terkait. Undang-Undang 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa perlindungan konsumen 

pada sektor jasa keuangan termasuk tertanggung telah diatur dalam Pasal 28 

sampai dengan pasal 31, terkait penyelesaian sengketa baik non-litigasi 
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maupun litigasi diatur dalam peraturan pelaksana undang-undang yaitu POJK 

No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

Berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39, apabila dalam pengaduan yang diajukan 

tertanggung tidak mencapai kesepakatan maka dapat dilakukan penyelesaian 

sengketa melaui non-litigasi atau litigasi. Peraturan yang ada baik dalam 

KUHPerdata, UUPK maupun UU OJK tidak saling bertentangan, dimana 

tertanggung berhak mengajukan gugatan atas tindakan penanggung yang 

merugikan. Dalam hal ini Agus Suwandi memilih secara litigasi untuk 

memperoleh ganti kerugian yang dialami penerima manfaat dari ditolaknya 

pengajuan klaim Program Primajaga 100 dan Program Asuransi Proteksi 

Prima Rencana Optima-Executive 05, dengan menggugat melalui Pengadilan. 

2. Pada kasus antara PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia melawan Agus 

Suwandi yang mewakili tertanggung dan penerima manfaat, Hakim dalam 

menjatuhkan putusannya menimbang berdasarkan fakta dan bukti dalam 

persidangan, dimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada Polis 

Asuransi adalah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, 

sehingga berlaku sebagai Undang-Undang. Tergugat tidak memenuhi 

kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan tanpa berlandaskan 

hukum, mengingat surat keterangan dr. Bunga yang dijadikan bukti telah 

ditarik oleh dr. Bunga, sehingga Tergugat patut dinyatakan melakukan 

wanprestasi. Majelis Hakim dan Majelis Hakim Agung, baik putusan di 

tingkat pertama, banding, maupun kasasi menghukum Pemohon 

Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar 
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ganti kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 

dan 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada penerima manfaat dari 

Program Proteksi Prima Rencana Optima Executive 05 dan Program 

Primajaga 100. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, namun dalam mempertimbangkan sita jaminan serta dwangsom, 

hakim tidak menyebutkan dasar hukum yang menjadi pertimbangan, padahal 

hal ini menjadi poin penting agar diketahuinya landasan hakim dalam 

menjatuhkan putusan. Kemudian terkait kerugian immateriil seharusnya 

terdapat pedoman khusus yang mengatur penentuan ganti kerugian immateriil 

agar pemohon dan Majelis Hakim mempunyai pedoman dan landasan dalam 

menetapkan dan mempertimbangkan putusan. 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dituliskan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Kepada tertanggung harus mengetahui perlindungan hukum yang 

dimilikinya, baik preventif maupun represif sehingga tertanggung dapat 

mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan dan perlindungan hukum 

yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam peraturan terkait. 

2. Kepada penanggung dapat melakukan investigasi terlebih dahulu secara 

faktual terkait pengajuan klaim, sehingga dalam melakukan penolakan 

mempunyai landasan yang kuat maka dapat dilakukan penyelesaian secara 

internal dengan tertanggung. 
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3. Kepada Majelis Hakim dapat mencantumkan dasar hukum yang lengkap saat 

memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, sehingga 

pertimbangan tersebut memiliki acuan dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


